BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Merujuk pada analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan
bahwa akuntabilitas yang ditemukan pada SOHIB belum memenuhi beberapa
aspek penting. Sebagai media daring bagi masyarakat untuk mendapatkan
informasi mengenai informasi penerimaan hibah dan bantuan sosial, situs
web ini masih belum memberikan informasi yang jelas dan sejauh apa
transparansi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Padahal, jelas telah
disebutkan dalam penjelasan di situs web tersebut kalau SOHIB diharapkan
dapat mewujudkan keterbukaan dan mempertanggungjawabkan secara
terbuka atas penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Untuk mengetahui
tantangan akuntabilitas lainnya dapat dilihat menggunakan lima dimensi
akuntabilitas yaitu trasnparancy, liability, contorllability, responsibility, dan
responsiveness sebagai berikut:

1. Transparency: Website SOHIB masih belum melakukan transparansi
secara optimal. Transparansi yang dilakukan sebatas informasi dasar
bagi para calon penerima hibah untuk mengetahui status proposal
mereka, serta beberapa fitur yang ada dalam situs web SOHIB tidak
dapat diakses. Tidak ada transparansi para penerima bantuan setelah

program yang diusulkan selesai dilaksanakan.
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2. Liability: Pertanggung jawaban pengguna dana hibah dan bansos hanya
disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi dan tidak dipublikasikan
di situs SOHIB. Tidak ada hukuman tertentu jika para penerima bantuan
menyalahgunakan dana hibah dan bantuan sosial tersebut.

3. Controllability: Keputusan diterima atau tidak diterimanya dana hibah
juga sudah dilakukan secara hirarkis dan berdasarkan keputusan Wali
Kota Bekasi sebagai pemimpin daerah. Namun pada proses yang
disampaikan dalam situs web SOHIB, prosedur pengajuan proposal
hibah dan bantuan sosisal masih berdasarkan aturan lama yaitu
Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011, dimana Tim
Pertimbangan masih dicantumkan.

4. Responsibility: Semua pelaksanaan hibah dan bantuan sosial
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun
2011 beserta perubahannya. Namun prosedur pada website SOHIB
masih menggunakan aturan lama.

5. Responsiveness: Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan pemberian
dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan anggaran dan
berlandaskan asas kadilan, asas kepatuhan, asas rasionalitas, serta asas
manfaat untuk masyarakat. Masyarakat belum ada yang memberikan
masukan ataupun melapor mengenai SOHIB. Pada situs web SOHIB

juga, kolom “Lapor” tidak dapat digunakan.

Jika melihat dari indikasi masalah diatas, program SOHIB mengalami

Multiple Accountability Disorder atau tantangan akuntabilitas ganda. Hal ini
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karena SOHIB belum bisa menjadi program yang akuntabel dari kelima
dimensi akuntabilitas yang ada. Namun, indikasi masalah yang ditemukan
oleh peneliti lebih merujuk kepada dimensi Transparency. Hal ini karena
ketika setiap indikasi masalah yang muncul dari masing-masing dimensi,

berkaitan erat dengan dimensi transparansi.

6.2. Saran
Merujuk pada kesimpulan yang sudah penulis paparkan, maka saran
yang disampaikan sebagai berikut:
1. Pengembangan fitur situs web untuk meningkatkan akuntabilitas
program SOHIB.

Website SOHIB mempunyai potensi besar untuk menjadi media
transparansi dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial serta
meningkatkan kemampuan pelayanan publik bagi masyarakat di era
digitalisasi saat ini. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, sebaiknya
penggunaan website ini dilakukan secara dua arah, baik untuk
masyarakat sebagai pengguna layanan dan para administrator SOHIB
dalam memberikan layanan informasi lewat SOHIB.

Jika masyarakat dapat mengajukan proposal permohonan hibah
dan bantuan sosial secara online, maka masyarakat tidak perlu
direpotkan untuk datang ke Kantor Wali Kota Bekasi secara langsung.
Proses pengajuan proposalpun bisa lebih transparan lagi jika setiap
proposal disertai dengan maksud dan tujuan proposal tersebut diajukan,

ataupun diberikan fitur untuk mengunduh proposal bagi masyarakat
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yang ingin mengetahui program usulan yang disampaikan. Jika
memang ingin meningkatkan keterbukaan dalam penyaluran dana
hibah dan bantuan sosial, sebaiknya SOHIB juga memfasilitasi
penyampaian pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran secara
daring yang tentunya juga bisa diakses oleh masyarakat.
. Pertanggung jawaban pelaksanaan program usulan disampaikan secara
terbuka.

Penggunaan anggaran dana bantuan yang diberikan Ppemerintah
Kota Bekasi kepada para pengusul program bantuan sebaiknya
dilakukan secara terbuka. Dengan kata lain, laporan pertanggung
jawaban pengguanaan dana bantuan dapat ditampilkan pada profil
proposal yang terdata di situs web SOHIB. Hal ini dapat menjadi
fasilitas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi
penggunaan anggaran yang sudah diberikan agar tidak mengalami
penyimpangan. Jika masyarakat menemukan penggunaan anggaran
yang tidak sesuai, masyarakat dapat langsung melaporkan hal tersebut
melalui situs web SOHIB.
. Pembaharuan prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pembaharuan prosedur SOHIB dapat membantu masyarakat yang
belum mengetahui informasi bagaimana mengajukan proposal usulan
program hibah dan bantuan sosial. Jika lebih memungkinkan lagi agar

lebih  mempersingkat waktu bagi masyarakat ataupun para
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administrator SOHIB, proses pengajuan proposal bisa dilakukan secraa
mandiri dari website SOHIB.
. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOHIB.

Karena akses digital di lingkungan masyarakat yang terus
meningkat, sosialisasi situs web ini seharusnya bukan menjadi hal yang
sulit bagi Pemerintah Kota Bekasi. Semakin banyak masyarakat yang
tahu akan website ini, semakin banyak pula umpan balik yang akan
diberikan masyarakat. Tidak semua masyarakat terkesan tidak
memperhatikan aktivitas Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan
layanan masyarakat. Justru disinilah peran Pemerintah Kota Bekasi
untuk  menunjukkan progam-programnya kepada masyarakat,
khususnya SOHIB, agar masyarakat mengetahui ada fasilitas yang
membantu masyarakat dalam memantau jalannya hibah dan bantuan

sosial.
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